BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.8.6 / 26 /2026
TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR SITUS WEB REFORMASI BIROKRASI
NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

a.

- I

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025, perlu
menunjuk Administrator Situs Web Reformasi Birokrasi
Nasional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Administrator Situs Web
Reformasi Birokrasi Nasional Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat II Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3827);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indon¢sia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

13,

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang
Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



16. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil
Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas
Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2025 Nomor 302); ’

17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2023
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Nomor Tahun 2023 Nomor 720.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
ADMINISTRATOR SITUS WEB REFORMASI BIROKRASI
NASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Saudara ZiIMI SYAHPUTRA, S.Sos Nip.
19840330 201103 1 001 Jabatan Analis Kebijakan Ahli
Muda sebagai Administrator Situs Web Reformasi Birokrasi
Nasional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026.

KEDUA : Administrator Situs Web Reformasi Birokrasi Nasional
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas:
a. melakukan pengelolaan Aplikasi Situs Webrb.id;
b. melakukan unggah dokumen Reformasi Birokrasi Aceh

Singkil Tahun 2026 ke Aplikasi Situs Webrb.id;

c. membuat laporan Aplikasi Situs Webrb.id.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Administrator Situs Web
Reformasi Birokrasi Nasional Pemerintah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2026 melaksanakan tugas
bertanggungjawab kepada kepada Bupati Aceh Singkil
melalui Sekretaris Daerah Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
(DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Tahun Anggaran 2026.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal % Januan 202¢
6 ¥VAajab ¥4z H
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Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1.

2.
3.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara darn
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di
Singkil;




